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MUH. IQBAL, B 121 12 167, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas 
Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta 
Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). (Dibimbing oleh A. Pangerang 
Moenta selaku Pembimbing I dan Hamzah Halim selaku Pembimbing 
II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
tugas Kepala Desa Citta di era otonomi daerah. Dan penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
tugas Kepala Desa Citta di era otonomi daerah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan 
teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. 
Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, 
dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Citta dan Kantor Badan 
Permusyawaratan Desa Citta. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas 
Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang No. 6 Tahu 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala 
Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti 
mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti 
pembangunan infrastruktur dan fasilititas pelayanan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan 
merikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat 
dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Kedua, 
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta 
adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa citta dalam 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Citta. Kedua, 
rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. 
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A. Latar Belakang 
Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 
satu dekade lamanya. Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam 
berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang – 
Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang 
mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita – citakan. 
Sebagai dasar hukum atas hukum – hukum yang berlaku di Indonesia, 
dengan terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 
mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan. 
Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Undang – 
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil 
di bawahnya. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pelaksanaan otonomi secara luas diletakkan di daerah kabupaten 
dan kota, bukan pada daerah propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan efisien efektif jika 
antara yang memberi pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi 
pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif 
dekat. Dengan demikian di harapkan Pemerintah Daerah dapat 
melaksanakan fungsi pemerintahan umum itu kepada rakyat secara jelas 
dan tepat. 
Setelah Undang – Undang Dasar 1945 di amandemen hingga 
empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan 
yang selama orde baru dipraktikkan secara sentralistis berubah menjadi 
desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara 
tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi 
negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak 
kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya sebagai tuntutan formil 
yuridis namun juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara 
yang sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman serba efisien. 
Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan dengan 
biaya yang tinggi juga di yakini tidak mampu lagi menjawab tantangan 
zaman. Desentralisasi bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan suatu 
kebutuhan. Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya 
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pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui 
rancangan Undang – Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang – 
Undang Desa. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden 
Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Desa. 
Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. 
Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan 
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas 
pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, 
dan meningkatkan daya saing Desa.1 
Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti 
bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem 
kemasyarakatn yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur 
menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut 
                                                          
1 Pasal 7 Ayat (3) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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berdasarkan peran,status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada 
nilai dan norma yang disepakati bersama.2 
Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang di 
akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang – 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat 
adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan 
masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraaan 
Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan 
sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan 
                                                          
2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:Erlangga, 2011), 
hal 69 
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untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa 
selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang 
Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang 
kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa 
dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang 
pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina 
masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai 
kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara 
ketertiban dan kententraman masyarakat. 
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.3 Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu: 
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa; 
2. Melaksanakan pembangunan Desa; 
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan 
4. Memberdayakan masyarakat Desa. 
Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta 
dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa 
sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan 
                                                          
3 Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.  
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fungsinya dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa 
dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan 
pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian 
desa. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja 
kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban 
dan berbelit-belit serta formalitas. 
Desa Citta adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Citta 
Kabupaten Soppeng. Kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
desa masih tergolong pasif. Faktor yang membuat kurangnya partisipasi 
masyarakat Desa Citta adalah belum optimalnya kinerja Kepala Desa 
Citta dalam melaksanakan tugas dan perannya selaku Kepala 
Pemerintahan Desa. 
Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi 
masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan peranan secara fokus  
atau dengan kata lain, Kepala desa dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai seorang Kepala Desa  harus dapat menjalankan  
peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata 
serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahtraan, dan 
pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk 
meneliti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala 
7 
Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta kecamatan Citta  
Kabupaten Soppeng)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta Kecamatan 
Citta Kabupaten Soppeng di era otonomi daerah ? 
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat  pelaksanaan tugas Kepala 
Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng di era otonomi 
daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta Kecamatan 
CItta Kabupaten Soppeng di era otonomi daerah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
tugas Kepala Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng di era 
otonomi daerah. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian 
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sejenis tentang kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi 
dan perannya di era otonomi daerah. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahan bagi Kepala Desa atau instansi pemerintahan desa 
maupun masyrakat luas terkait kinerja kepala desa dalam 























A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas 
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 
badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai 
tujuan yang diharapkan.4 Wiestra, dkk mengemukakan pengertian 
pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 
dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 
yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan 
waktu dimulainya.5 
Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian 
Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota 
organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang 
dapatdijumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo 
mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami 
dalam bentuk rangkaiankegiatan yakni berawal dari kebijakan guna 
mencapai tujuan maka kebijakan ituditurunkan dalam suatu program 
                                                          
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai 
Pustaka, 2001) hal 627 
5 Ibid 
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proyek.6 Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara 
terus menerus usaha usaha yang mencari apa yangdilakukan, mengatur 
aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu programke dalam 
dampik.7 
Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat 
dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaksana.Jadi dengan dengan demikian kedua pengertian 
tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda nemun keduanya berasal 
dari kata “laksana”. 
Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana 
yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan 
yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari 
pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua 
syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, 
kepribadian, sikap dan perilaku.8 
Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna 
mencapai tujuan yang diharapkan.maupun operasional atau 
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program 
yang ditetapkan semula. 
                                                          
6 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011. 
Hlm.24 
7 Hisyam Djihad Dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium III, 
Yogyakarta, Adi Cita, 2000. Hlm.151 
8 Adisasmita, Loc.Cit.  
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1. Menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau 
satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari 
dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan 
yang lengkap.9 Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas 
merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam 
organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, 
menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang 
dilakukan untuk suatu tujuan khusus.10 
Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan 
atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara 
berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 
diharapkan.maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. 
Pelaksana Tugas (inggris;acting) dalam administrasi negara 
Indonesia adalah pejabatyang menempati posisi jabatan yang bersifat 
sementara karena pejabat yangmenempati posisi itu sebelumnya 
berhalangan atau terkena peraturan hukum sehinggatidak menempati 
posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkatdi 
atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi 
negara,seperti kepala instansi pemerintahan.Meskipun demikian, istilah ini 
dipakai pulauntuk jabatan publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali 




Kota.Karena sifatsementaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat 
melaksanakan semua portofolioyang diberikan pada jabatannya 
itu.Penunjukan hanya dilakukan demi kelancarankegiatan administrasi 
sehari-hari. 
B. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 
Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.11  Kata “otonomi” berasal 
dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri 
sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok 
sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya 
sendiri.12 
Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna 
kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan 
                                                          
11 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 2001, hlm 805 
12 Ibid, 
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terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang 
harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut 
mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti 
sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk 
melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa 
kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai 
penyelesaian tugas itu.13 
Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-
masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan 
masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat 
atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas 
dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.14 
  Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri 
dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah 
daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat 
untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa 
suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut:15 
a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang 
diserahkan pemerintah pusat; 
                                                          
13 Ateng Syfrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya, 
Penerbit Mandar Maju, 1991,hlm.23. 
14 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1982.hlm.50 
15 Josep Riwu Kaho, Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan 
Daerah,Bina Aksara Jakarta,1996.hlm.20. 
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b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang 
mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; - 
Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah; 
c. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai 
segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah 
tangga itu sendiri. 
Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan 
pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang 
berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang 
tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. 
Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan 
hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang 
administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah 
disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan 
efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan 
konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 
negara berdasarkan atas hukum. Dari segi materiil, otonomi daerah 
mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang 
bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran 
kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.16 
                                                          
16Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 
2001.hlm.57. 
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R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa dengan 
diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan 
kepada daerah otonom seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka 
daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangga 
daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat 
dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produkproduk 
hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan 
kepentingan-kepentingan umum.17 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.18 Dimana Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.19Pemerintah daerah 
yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 
                                                          
17 R.D.H. Koesomahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 
Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 16 
18Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
19 Pasal 1 ayat (3) dan (4)Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 
Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi.Pengertian 
otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri 
kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwaotonomi 
sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untukmengatur masalah 
internal tanpa diintervensi oleh pihak laindengan kata lain apabila 
dikaitkan dengan kata daerah makaotonomi daerah sendiri berarti 
pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur 
pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan 
pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas 
- luasnya untukmengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan 
sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan 
sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah 
tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak 
berlawanan dengan kebijakan yang digariskan olehpemerintah 
pusat.Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yangdianut Indonesia 
adalah negara kesatuan.20 
Ciri – ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:21 
(1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada 
negara; 
(2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi; 
                                                          
20Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal 
Konstitusi.2012: Hlm 746 
21Prabawa Utama, Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill-Co. 1991. Hal. 11 
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(3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukardibedakan; 
(4) Adanya organisasi yang memadai untuk 
menyelenggarakankepentingan-kepentingan tersebut; 
(5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai 
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat 
Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.Konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan 
Presiden.Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke 
Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.22 
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain 
sebagai berikut:  
a) Asas Desentralisasi  
Menurut Hendry Meddick menjelaskan desentalisasi adalah 
penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/ 
fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom (Hanif Nurcholis, 
                                                          
22Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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2005:9).23Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi 
(Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah). 
Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang 
cirinya menurut Smith sebagai berikut:24 
a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan 
tertentu dari pemerintah pusat kepeda daerah otonom;  
b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang 
tersisa (residual function);  
c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;  
d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan, Wewenang mengatur dan mengurus 
kepentingan yang bersifat lokal;  
e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;  
f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang bersifat individual dan kongkrit;  
g. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat;  
h. Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.  
Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah 
adalah untuk mewujudkan pilitik yang berkualitas (political equality). 
                                                          
23Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, 
Jakarta. Hlm 9 
24Ibid, Hlm 11. 
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Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartipasi dalam berbagai aktifitas 
politik di tingkat lokal.Memperhatikan penjelasan yang terurai diatas, maka 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan-
kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, 
hak dan kemandirian daerah itu sendiri. 
b) Asas Dekonsentrasi  
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah 
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota sebagai penenggung jawab urusan pemerintahan umum. 
Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:25 
a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu 
yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah 
pusat yang ada didaerah;  
b. Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada didaerah;  
c. Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan 
kebijakan dan wewenang untuk mengatur;  
                                                          
25 Ibid, Hlm 13 
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d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi 
menciptakan wilayah administrasi;  
e. Keberadaan field administration berada dibawah hirarki organisasi 
pemerintah pusat;  
f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;  
g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.  
c) Asas Tugas Pembantuan  
Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-
urusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus 
dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya.Tugas pembantuan dalam 
pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan 
mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja.Pemerintah pusat yang 
tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah 
yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan 
rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.26 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah). 
                                                          
26 Ibid, hlm 16 
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Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tugas pembantuan 
adalah pelaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan 
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama 
membantu pelaksanaan tugas pemerintah diatasnya. 
C. Tinjauan Tentang Desa 
1. Definisi Desa 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca 
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 
geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or 
shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah 
tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam 
Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut 
H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” 
menyatakan bahwa:27 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat 
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa 
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 
                                                          
27 Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
Hlm. 3. 
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Menurut R. Bintarto28 , berdasarkan tinajuan geografi yang 
dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, 
sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki 
hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia29 , desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh 
sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri 
(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok 
rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, 
Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra 
Kusuma30 menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup 
bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-
peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang 
                                                          
28 R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). 
29 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2. 
30 Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi 
Publik , vol I, No. 6. 
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dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan 
bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat 
setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas 
sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu 
komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa 
desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan 
masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka 
posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga 
memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 
Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan 
mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
24 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia31. 
Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang 
Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemeritahan 
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan 
mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemeritah desa, yakni 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempuyai 
kedudukan yang sama.32 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
                                                          
31 Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
32 Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
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Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan adat istiadat Desa. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksakan oleh 
Pemerintah Desa berdasarkan asas:33 
a. Kepastian hukum; 
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 





h. Efektifitas dan efisiensi; 
i. Kearifan lokal; 
j. Keberagaman; dan 
k. Partisipatif. 
Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 
Kewenangan Desa antaralain meliputi : 
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. 
b. Kewenangan lokal berskala Desa. 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
                                                          
33 Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
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d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. 
Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan 
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi 
dalam kontruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ 
Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 
yang menyatakan : 
(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada 
Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.  
Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau 
Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
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pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan 
disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalan 
Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: 
pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan 
berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat 
desa.34 dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.35 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 
Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala 
Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:36 
a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 
c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 
d) Menetapkan Peraturan Desa. 
e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
                                                          
34 Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
35 Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
36 Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
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f) Membina kehidupan masyarakat Desa. 
g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. 
h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 
i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 
j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 
k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 
l) Memanfaatkan teknologi tepat guna. 
m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. 
n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka 
secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus 
ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau 
memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan 
Kepala Desa berhak:37 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. 
                                                          
37 Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. 
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b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa. 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. 
d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan. 
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada Perangkat Desa. 
3. Kepala Desa 
Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak 
dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa 
dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi 
menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. 
Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa 
adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.38 
Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu: 
                                                          
38 Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.  
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5. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa; 
6. Melaksanakan pembangunan Desa; 
7. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan 
8. Memberdayakan masyarakat Desa. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berwenang:39 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa; 
c. Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 
d. Menetapkan peraturan desa; 
e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat desa; 
g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-
besarnya kemakmuran desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
                                                          
39 Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa 
(pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu: 
1. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan 
perangkat desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan 
keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; 
dan (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 
Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa 
dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan 
secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna. 
2. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) 
menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, 
Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. 
Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan 
BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa). 
3. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan 
Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 
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kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa. 
4. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; 
(ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. 
Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya 
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014, yaitu:40 
a) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
d) Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan; 
e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di desa; 
h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
                                                          
40 Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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i) Mengelola keuangan dan aset desa; 
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
desa; 
k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 
Desa; 
o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat 
Desa; dan 
p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 
Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:41 
a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. 
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan 
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat desa 
                                                          
41 Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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D. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum 
Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski 
dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan 
teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski 
menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah 
yang meliputi:42 
1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga 
antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat 
memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum 
didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, 
pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu 
negara.  
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu 
kadang-kadang tidak ada.  
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada 
hukum. 
Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam 
masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 
masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern 
merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara 
luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. 
Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh 
                                                          
42 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada 
Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305 
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pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan 
sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang 
mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat 
primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.  
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh 
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan 
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku 
manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan 
persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan 
unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. 
Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu 
kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur 
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 
ketentuan atau aturan hukum.43 Membicarakan tentang efektivitas hukum 
berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau 
memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif 
jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi 
dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. 
Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila 
warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 
                                                          
43 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 
1988), hal 80. 
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dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai 
tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan 
perundang-undangan tersebut telah dicapai.  
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :44 
(1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
(2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.  
(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 
pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang 
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.  
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita 
yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum 
                                                          
44 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hal. 8. 
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tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, 
jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor 
sosialisasi hukum yang sering diabaikan.45  
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen 
pertama adalah:46 
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sistematis.  
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan.  
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada.  
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja 
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini 
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat 
melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini 
adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang 
baik.  
                                                          
45 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, (Bandung : 
Mandar Maju, 2001), hal. 55. 
46 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80. 
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Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh 
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 
tergantung pada hal berikut:47 
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 
ada.  
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.  
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat.  
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas 
yang tegas pada wewenangnya.  
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana 
dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. 
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas 
yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah 
fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-
elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas 
memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran 
tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen 
tersebut adalah:48 
1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.  
                                                          
47 Ibid., hal. 82. 
48 Loc. Cit. 
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2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.  
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.  
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.  
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan 
lagi fungsinya.  
Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari 
kondisi masyarakat, yaitu:  
1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik.  
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun 
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.  
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, 
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.  
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin 
dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal 
muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen 
terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat 
dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan 
secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat 
menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu 
diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi 
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oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal 
maupun eksternal.  
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang 
bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena 
adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak 
untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat 
negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif 
seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya 
eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan 
atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. 
Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan 
menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang 
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat 
hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat 
sementara atau hanya temporer. 
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai 
suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum 
menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup 
wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup 
tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga 
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tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan 
apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim 
yang harus diserasikan. 
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono 
Soekanto adalah sebagai berikut : 
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.  
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan  
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.  
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 
setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat 
dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-
pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar 
dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat 
berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian 
antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya. 
E. Tinjauan Tentang Good Governance 
Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang 
baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 
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penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, 
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 
secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta 
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
usaha.49 Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah governance sebagai 
proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik 
good and services.50 
 Lembaga Administrasi Negara RI dan BPKP memberikan 
pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, 
dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-
domain negara, sektor swasta dan masyarakat.51  
T Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi 
pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara 
seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau 
stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).52 
UNDP (United Nations Development Program) mengemukakan 
bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 
                                                          
49 Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hal 18 
50 Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance Di Desa. IRE Press. Yogyakarta. Hal 47 
51 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Istitut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI. Hal. 6 
52 Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Hal 105 
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penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), 
meliputi: partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), 
transparansi (transparency), orientasi konsensus (consensus orientation), 
keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), 
akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision).53  
Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip 
good governance, meliputi:54 
1. Praticipation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 
perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi 
tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara 
serta berpartisipasi secara konstruktif. 
2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu. 
3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan 
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan 
kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka 
yang membutuhkan. 
4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan 
tanggap dalam melayani stakeholder. 
                                                          
53 Rosyada, Dede dkk. (2003). Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, Jakarta: Tim 
ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Hal 183 
54 Opcit, LAN RI. Hal 7 
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5. Consesnsus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat 
yang lebih luas. 
6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 
7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik 
dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 
8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 
aktivitas yang dilakukan. 
9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat 
harus memiliki visi jauh ke depan. 
Menurut Mardiasmo, dari sembilan (9) karakteristik tersebut 
terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan good 
governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta 
terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan good governance yaitu 






                                                          





Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal 
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum.  
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan 
(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang 
dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka 
dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang pelaksanaan tugas Kepala 
Desa Citta Kabupaten Soppeng di era otonomi daerah. 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan 
penelitian di Kantor Desa Citta dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. 
C. Objek Penelitian 
Penentuan objek dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti 
dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang 
lingkup yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian 
tersebut. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Desa Citta 
2. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Citta 
3. Tokoh Masyarakat Desa Citta 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
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penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan kinerja kepala desa dalam melaksanakan 
fungsi dan perannya di era otonomi daerah, artikel – artikel, opini, 
data instansi pemerintahan, pemberitaan media – media dan 
sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data 
yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
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F. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai kinerja Kepala Desa Citta Kabupaten 
Soppeng dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi 
daerah, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 
dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1) Sejarah Desa Citta 
Asal mula nama Desa Citta berasal dari kata CIDDAI yang dalam 
bahasa “Malessi” dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan Cepat/Ikuti 
berdasarkan informasi dari tokoh Masyarakat, Kata CIDDAI diucapkan 
oleh Raja Bone yang bergelar Mangkau yang pada saat itu Raja Bone 
sedang berburu rusa diwilayah Desa Citta. 
Dalam melaksanakan perburuannya Raja Bone dan 
Rombongannya telah menempuh jarak yang cukup jauh, ketika Raja Bone 
merasa lelah dan  haus, sedangkan persediaan airnya sudah sangat 
menipis, maka Raja Bone memerintahkan rombongan untuk mencari 
sumber air untuk diminum di tempat-tempat perbukitan, ternyata mereka 
tidak mendapatkan setetes air pun. 
Selang beberapa waktu Raja Bone mendapat laporan dari 
anggota rombongan bahwa pencarian air tidak ditemukan, lalu Raja Bone 
memanggil anjingnya yang berbulu hitam dan dengan seketika anjing 
hitam tersebut muncul  dan berlari mendekati rombongan dalam keadaan 
basah kuyup, dan seketika itu pula anjingnyapun menghilang. Raja Bone 
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bertanya kepada Rombongan “Kemana Anjing Tersebut pergi/menghilang 
????” kemudian Raja Bone memerintahkan “Tolong Ciddai” cepat cari dan 
ikuti kemana anjing tersebut, ternyata anjing hitam tersebut berhenti di 
sebuah lereng di Gunung (Gunung Citta sekarang) di dekat sumber mata 
air. Yang sekarang dikenal sebagai Mata Air Citta. Dari kata CIDDAI yang 
diucapkan oleh Raja Bone, yang kemudian masyarakat Desa Citta 
memberikan nama Desa Citta yang kita kenal sampai dengan sekarang. 
Kemudian dalam fase penjajahan Belanda, dan berbentuk Desa 
Citta sebagai Distrik Citta yang berkedudukan di Pacongkang (Desa 
Barang sekarang) yang pada saat itu dikepalai oleh seorang raja yang 
bergelar “Datu Citta” yang didampingi oleh 2 (dua) orang “Pabbicara” 
yaitu Pabbicara Citta dan Pabbicara Kampiri. Kemudian dalam fase 
kemerdekaan tepatnya pada tahun 1962 kedua wilayah Pabbicara 
tersebut berubah menjadi Desa Citta dan Desa Kampiri dan berada 
dibawah Pemerintahan Kecamatan Lilirilau samapai dengan tahun 1965, 
dan pada tahun 1965 tersebut berubah lagi menjadi Wanua yaitu Wanua 
Citta dan Wanua Kampiri dan kemudian beralih ke Pemerintahan 
Kecamatan Liliriaja sampai pada tahun 1968, dan pada tahun  1968 kedua 
Wanua tersebut digabung menjadi Wanua Citta sampai pada tahun 1972. 
Berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 1979 nama Wanua 
disempurnakan namanya secara seragam di seluruh Indonesia dan nama 
Wanua Citta berganti nama menjadi Desa Citta. 
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Sehingga pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1979 Desa 
Citta dimekarkan menjadi tiga buah desa yaitu : Desa Citta berkedudukan 
di Watancitta, Desa Kampiri berkedudukan di Kampiri, Desa Labae 
berkedudukan di Tana Cellae sampai dengan sekarang 
Jadi dalam sejarah berdirinya dan terbentuknya Desa Citta 
mempunyai literature yang mempunyai fase yang berganti, dalam fase 
pergantian nama, maupun yang menjadi Raja dan Kepala Pemerintahan, 
secara patokan sejarah Pemerintahan Desa Citta berasal dari kata 
“CIDDAI” yang asal mulanya pemerintah dipimpin oleh seorang raja yaitu: 
Iseno Datu Citta yang merangkap Mangkau dari Bone, dalam 
pemerintahan bugis yang tahun kekuasaannya masyarakat desa Citta 
tidak mengetahuinya, selanjutnya : Ikajo Datu Citta, Tenri Dolo Baso Bila 
Datu Citta, La Kama Sullewatang Citta atau Pabbicara Citta berkuasa 
pada masa pemerintahan Belanda, La Toro Pabbicara Citta. 
Nanti pada masa pemerintahan Andi Mappiare dengan gelar 
Pabbicara Citta, baru tercatat masa pemeritahannya yaitu pada tahun 
1923-1951, kemudian A. Pasaloi dengan gelar kepala Wanua bawahan 
pada tahun 1951-1957, kemudian A. Majjika tahun 1957-1964 sudah 
tercatat sebagai Kepala Desa Citta, A. Malyan Kepala Desa Citta tahun 
1964-1999, selanjutnya Muh. Rajey A. Capa tahun 1999-2013, dan saat 
ini BAHAR MAHMUD Tahun 2013-2019. 
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2) Kondisi Desa Citta 
 Desa Citta terdiri dari 4 Dusun, yaitu: 
1. Dusun Lemoape 
2. Dusun Belawa 
3. Dusun Bacu-Bacue 
4. Dusun Ungae 
 Terdiri dari 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 24 (Dua puluh 
Empat) Rukun Tetangga (RT) yakni sebagai berikut : 
a. Dusun Lemoape terdiri dari : 
 RW 01 Talebba 
- RT 01 Appasareng 
- RT 02 Talebba 
 RW 02 Watancitta  
- RT 01 Attang Salo 
- RT 02 Jarae 
   
 RW 03 Watancitta 
-  RT 01 Palla Ottie 
-  RT 02 Pallakalukue 
 
b. Dusun Belawa terdiri dari : 
 RW 01 Tocciama 
-  RT 01 Bulu 
-  RT 02 Tocciama 
 RW 02 Gaya Baru 
-  RT 01 Belawa 
-  RT 02 Uttange 
 RW 03 Abbinenge 
-  RT 01 Acciro Cironge 
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-  RT 02 Abbinenge 
c. Dusun Bacu-Bacue 
 RW 01 Bacu-Bacue 
-  RT 01 Ajang Lempong 
-  RT 02 Bacu-Bacue 
 RW 02 Codong 
-  RT 01 Codong Riaja 
-  RT 02 Codong Tengah 
-  RT 03 Codong Rilau 
-  RT 04 Kampong Pandang 
d. Dusun Ungae 
 RW 01 Tocakko 
-  RT 01 Mappalakka 
-  RT 02 Tocakko 
-  RT 03 Tolara 
 RW 02 Ungae 
-  RT 01 Jompi pitue 
-  RT 02 Orai Salo 
-  RT 03 Alau Kale 
 Desa Citta berada di ibukota Kecamatan Citta, Kabupaten 
Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 
a. Luas Desa Citta  : 1.165,79 Ha 
 Tanah Sawah  : 168,00 Ha 
 Tanah Pemukiman :      21,40 Ha  
 Tanah lain-lain :    976,39 Ha 
b. Batas Wilayah : 
 Sebelah Utara  : Desa Labae 
 Sebelah Selatan  : Desa Mariorilau 
 Sebelah Barat  : Desa Kampiri 
 Sebelah Timur  : Desa Labae 
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c. Penduduk Desa Citta : 
 Jumlah Penduduk  : 2.579 Jiwa 
 Jumlah Penduduk Laki-Laki : 1.159 Jiwa 
 Jumlah Penduduk Perempuan  : 1.420 Jiwa 
 Jumlah KK :    800 Jiwa 
d. Keadaan Iklim : 
 Di Desa Citta ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim 
penghujan. Sehingga berpengaruh pada pola tanam padi sebagai salah 
satu wilayah sentra produksi padi di Kabupaten Soppeng. 
 Curah Hujan  : 2.000 Mm 
 Jumlah Bulan Hujan  :        8 Bulan 
 Kelembaban :      0,0 oC 
 Suhu rata-rata  :       20 oC 
 Ketinggian :     150 M 
e. Orbitasi 
 Jarak ke Ibu Kota Kecamatan  :         0 Km 
 Jarak ke ibu kota Kabupaten  :       24 Km 
 Jarak ke ibukota Propinsi  :     170 Km 
3) Sarana Dan Prasarana Desa Citta 
Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Citta sampai 
dengan akhir tahun 2015, sudah cukup memadai antarai lain: 
a. Kantor Desa 1 unit (3 ruangan) 
b. Kantor Camat 1 unit 
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c. Kantor Danramil 1 unit 
d. Kantor UPTD 1 unit 
e. Ruang serbaguna 1 unit 
f. Masjid 6 unit 
g. Gardu permanen 5 buah dari 24 RT 
h. Sekolah 
 TK 1 unit 
 Kelompok Bermain 4 unit 
 SD 3 unit 
 SMP 1 unit 
 MTs 1 unit 
 MAN unit 
i. Puskesmas 1 unit 
j. Posyandu Desa 4 unit 
4) Struktur Pemerintahan Desa Citta 
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan 









5) Visi Dan Misi Desa Citta 
56 
Visi dari Desa Citta adalah : 
“Terwujudnya Pemerintahan Desa Citta Yang “Bersatu” (Berani, 
Energik, Ramah, Santun, Aman, Tekun Dan Unggul) Di Bawah 
Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa” 
Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan 
masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. 
Penyusunan Visi dan Misi tersebut dilakukan secara partisipatif 
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang dilaksanakan 
secara musyawarah. 
Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan 
sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa ke 
suatu focus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk 
mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka pemerintah Desa Citta 
menetapkan Misi sebagai berikut : 
“Tercapainya Sumber daya manusia Yang Handal Dan Pelayanan 
Yang Mantap Yaitu : Mandiri, Adil, Netral, Terpadu, Amanah Dan 
Profesional Dengan Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Kearifan 
Lokal Yaitu : Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu 
Sipakainge, Siwata Menre Tessi Rui No, Massilessureng Makke 
Wanua”. 
Makna dari misi di atas adalah yang artinya saling menguatkan, 
saling menasehati, dan tidak saling menjatuhkan, serta bersaudara untuk 




B. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Citta Di Era Otonomi Daerah 
Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa 
yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan 
berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, 
keberagaman, dan partisipatif. 
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang 
meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD). Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala 
desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan 
sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa 
mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Mempimpin, 
mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan 
umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan 
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tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau 
pemerintah kabupaten.56 
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 
Tentang Desa, Kepala Desa bertugas: 
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa; 
2. Melaksanakan pembangunan desa; 
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan 
4. Memberdayakan masyarakat desa. 
Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta 
Kabupaten Soppeng, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa 
Citta dengan empat indikator tugas kepala desa yang berdasar pada 
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Citta 
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.57 Pemerintahan desa 
diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: 
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib 
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59 
yykepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan 
partisipatif. 
Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut 
Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta, mengatakan bahwa: 
“pada dasarnya apapun yang saya laksanakan bersama dengan 
perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada 
Undang-Undang Desa dan prinsip-prinsip orang dahulu (prinsip 
bugis) sesuai dengan visi misi saya. Untuk penyelenggaraan 
pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu 
merembukkannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil 
keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami 
menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau 
bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa”.58 
Menurut Bapak Mursalim selaku Ketua Badan Permusyawaratan 
Desa Citta mengatakan: 
“Badan Permusyawaratan Desa Citta bersama pemerintah desa 
berserta perangkat desa lainnya mengadakan musyawarah desa 
sekali dalam setahun. Dimana maksud atau tujuan dari 
musyawarah desa ini adalah untuk menggali aspirasi masyarakat 
atau masalah-masalah apa yang terjadi di desa terkait 
pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencarikan 
solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pemerintah desa.”59 
 Menurut Bapak Andi Abd. Samad selaku Tokoh Masyarakat Desa 
Citta mengatakan bahwa: 
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“kami dari masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah desa, 
dalam musyawarah desa kami menyampaikan aspirasi kami yang 
terkait masalah-masalah dan kebutuhan yang masyarakat.” 
Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan desa pada Desa Citta Kabupaten Soppeng berdasar pada 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan prinsip-prinsip 
orang terdahulu (prinsip bugis) sesuai visi dan misi Pemerintah Desa 
Citta. Visi Desa Citta adalah “Terwujudnya Pemerintahan Desa Citta Yang 
“Bersatu” (Berani, Energik, Ramah, Santun, Aman, Tekun Dan Unggul) Di 
Bawah Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa” dan Misi Desa Citta adalah 
“Tercapainya Sumber daya manusia Yang Handal Dan Pelayanan Yang 
Mantap Yaitu : Mandiri, Adil, Netral, Terpadu, Amanah Dan Profesional 
Dengan Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Kearifan Lokal Yaitu : Mali 
Siparappe, Rebba Sipatokkong, Malilu Sipakainge, Siwata Menre Tessi 
Rui No, Massilessureng Makke Wanua”. Makna dari misi tersebut adalah 
yang artinya saling menguatkan, saling menasehati, dan tidak saling 
menjatuhkan, serta bersaudara untuk satu wilayah Desa Citta. Pertama-
tama pemerintah desa menggali aspirasi dari masyarakat dalam 
musyawarah desa, musyawarah desa ini dilaksanakan sekali dalam 
setahun untuk merumuskan sebuah program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. 
Musyawarah desa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 Tentang Desa merupakan forum permusyawaratan yang 
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
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masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis 
yang dimaksud adalah meliputi, penataan desa, perencanaan desa, kerja 
sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan 
Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian 
luar biasa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh 
pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, 
dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh 
Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. 
Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga 
lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan “unsur 
masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok 
nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok 
masyarakat miskin. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan 
yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh 
Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“kami dari Pemerintah Desa Citta mengedepankan program 
pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa maupun 
pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun 
pembinaan masyarakat. Kami juga menjalin kerja sama dengan 
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pemerintah desa lain terkait pemanfaatan sumber mata air Desa Citta. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kami selaku pemerintah desa 
menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Soppeng.”60 
Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Citta 
mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan 
desa. Program pelayanan masyarakat merupakan program yang 
dilaksanakan aparatur pemerintah desa yang disesuaikan dengan 
kenutuhan masyarakat desa. Program pelayanan masyarakat yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Citta seperti pelayanan administrasi 
kewarganegaraan yakni pengantar akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian, pembuatan akta jual beli 
tanah, dan administrasi usaha. Pelayanan masyarakat tidak hanya dalam 
bentuk pelayanan administrasi saja, bentuk yang lain pelayanan terhadap 
masyarakat yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana desa 
dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa seperti 
membangun atau mengembangkan Pos Kesahatan Desa (Poskesdes) 
dan membangun atau mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). Untuk program pembangunan Desa Citta, Pemerintah Desa Citta 
melaksanakan pembangunan/perbaikan jalan-jalan desa dan 
pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Sanggar Tani Jompi 
Pitue. 
Pemerintah Desa Citta juga menjalin hubungan kerja sama dengan 
beberapa desa yakni pemanfaatan air bersih dari mata air Citta ke Desa 
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Tinco dan Desa Kampiri dan pembuatan jalan tembus ke Desa Kampiri 
dan Desa Labae. Untuk kegiatan bidang kerja sama pemanfaatan sumber 
mata air Citta dilaksanakan oleh para Kepala Desa dan BPD Desa Citta, 
Desa Kampiri dan kelompok pelaksana Desa Tinco dan Desa Kampiri. 
Hasil kerja sama dari ketiga desa ini adalah masyarakat Desa Tinco dan 
Desa Kampiri telah memanfaatkan air bersih dan membayar iuran air 
kepada pengelola yang besarnya sesuai kesepakatan dan sebagian dari 
iuran air tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Citta oleh 
pengelola sebagai sumber Pendapatan Desa Citta. 
Pemerintah Desa Citta juga menerima urusan pemerintahan yang 
diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng seperti pengurusan 
KTP, KK, Akta Kelahiran, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 
Dinas/Instansi dalam Desa Citta. Penyelenggaraan pemerintahan desa 
tidak lepas dari pembinaan dari pihak Kecamatan dan Pemerintah 
Kabupaten. Pemerintah Desa merupakan pelaksanana penyelenggaraan 
pemerintahan, dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan 
dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan 
kewenangannya, karena desa sesuai poeraturan yang ada merupakan 
bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas umum 
diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan 
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sarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan 
yang diberikan oleh instansi terkait. Adapun instansi yang memberikan 
tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa Citta adapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng 
 
No. SKPD/Instansi Program/Kegiatan 
1 Dinas Pendidikan Bantuan Keuangan PAUD 
2 Dinas Kesehatan Lomba Posyandu tk. Kabupaten 
3 Dinas Sosial Penanggulangan Bencana Alam 
4 Dinas PDAM Lanjutan Pembangunan PDAM 
5 
Badan Pelaksana Penyuluh 
Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Pembangunan Sanggar Tani Jompi PituE 
6 
Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Daerah 
Pengadaan buku bacaan 
7 
Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan KB 
Sosialisasi KB dan KDRT 
8 
Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik 
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 
9 
Badan pemberdayaan Masyrakat 
dan Pemdes 
Bintek Perangkat Desa, Lembaga 
masyarakat dan BPD 
10 
Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 
Pelatihan LPMD, Kadus, Sekdes tentang 
penyusunan RPJMDes 
11 
Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan 
Pemeliharaan lampu jalan 
12 Kantor Pemuda dan Olahraga Bantuan pembinaan Karang Taruna 
13 Kantor Kependudukan dan Capil 
Pelayanan Pengambilan KK, KTP, Akta 
Kelahiran dan administrasi kependudukan 
14 Dinas Pekerjaan Umum Perbaikan dan Pemeliharaan jalan desa 
15 Dinas Pariwisata Pemeliharaan KWA Citta 
16 Pemda Soppeng 
Program beras untuk keluarga miskin 
(Raskin) 
17 Dinas Pendapatan Penagihan PBB 
Sumber Data: Pemerintah Desa Citta Tahun 2016 
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Pelaksanaan semua kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah 
Daerah Kab. Soppeng dilaksanakan oleh semua aparatur dan perangkat 
Desa Citta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala Desa 
membentuk tim yang disebut Tim Pemberdayaan Masyarakat untuk 
melaksanakan semua kegiatan fisik serta tugas lain yang diberikan dalam 
peraturan desa dan juga semua lembag-lembaga kemasyarakatan desa 
difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. 
Tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng seperti 
pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 
2013, Pemerintah Desa Citta telah menyalurkan beras kepada 210 
keluarga miskin (Januari-Mei 2013) dan 224 keluarga miskin (Juli-
Desember 2013) sebanyak 15Kg tiap Kepala Keluarga selama 12 bulan 
dengan harga 1.600/Kg. untuk pelaksana kegiatan ini yang menjadi 
penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa Citta dan yang menjadi 
koordinator adalah Sekretaris Desa Citta. Untuk program kegiatan 
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Desa Citta 
diberikan tugas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kab. Soppeng. Dimana pada kegiatan ini yang menjadi Kolektor 
adalah Kepala Desa Citta dan Kepala Dusun. Jadi menurut penulis, 
seluruh program/kegiatan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah 
Soppeng dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dimana Kepala Desa 
Citta yang menjadi penanggung jawab pada seluruh program/kegiatan 
dibantu oleh aparatur desa serta masyarakat desa. 
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Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang di serahkan 
kepada Pemerintah Desa Citta seperti yang disebutkan di atas diatur 
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Desa 
diberi kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Mengenai laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Citta, menurut Bahar Mahmud selaku Kepala Desa 
Citta mengatakan: 
“terkait laporan pertanggung jawaban sudah diatur dalam Undang-
Undang Desa, yakni saya harus menyampaikan laporan setiap 
akhir tahun anggaran kepada Bupati Soppeng, Badan 
Permusyawaratan Desa Citta dan masyarakat Desa Citta. Laporan 
ini berupa hasil dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-
kegiatan yang telah saya laksanakan bersama perangkat desa.”61 
Selanjutnya menurut Bapak Mursalim selaku Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa Citta mengatakan bahwa: 
“Kepala Desa memang wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada BPD dan kami BPD berhak 
mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan 
pemerintah desa, jadi kami menerima laporan pertanggung 
jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Karena 
menurut Undang-Undang Desa, jika Kepala Desa tidak 
menyampaikan laporannya maka dapat dikenakan sanksi.”62 
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Menurut Bapak Muhammad Zainuddin selaku Tokoh Masyarakat 
Desa Citta mengatakan bahwa: 
“untuk informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Citta kepada 
masyarakat, menurut saya sudah cukup bagus, karena Kepala 
Desa memberikan informasi itu lewat spanduk yang dipasang di 
depan Kantor Desa. Spanduk itu berisikan rencana program dan 
kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh 
Kepala Desa, sehingga masyarakat bisa melihatnya”.63 
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa citta wajib 
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada 
Bupati Kabupaten Soppeng setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir 
masa jabatannya. Disamping itu Kepala Desa Citta juga menyampaikan 
laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis 
kepada Badan Permusyawaratan Desa Citta setiap akhir tahun anggaran 
dan memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa Citta setiap akhir 
tahun anggaran. 
2) Pelaksanaan Pembangunan Desa Citta 
Undang-Undang Desa secara tegas telah membedakan antara 
pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek 
pembangunan dan pembangunan perdesaan yang menjadi domain 
pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan khusus tentang 
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. 
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Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 
dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa menurut 
Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta mengatakan: 
“dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang 
harus dilalui menurut Undang-Undang Desa,yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pada tahap 
perencanaan, kita mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa 
yang mengikut sertakan masyarakat agar masyarakat juga ikut 
berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam 
Musrenbangdes ini kita menetapkan Rencana Program Jangka 
Menengah Desa dan rencana pembangunan yang lain-lain, serta 
bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dalam berjalannya suatu 
program pembangunan desa.”64 
 
Pemerintah Desa citta menyusun perencanaan pembangunan desa 
sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten Soppeng. Perencanaan pembangunan desa 
disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana 
Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja 
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Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini 
diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan 
Permusywaratan Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat 
Desa Citta. 
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa inilah 
dibahas rancangan RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
kemudian ditetapkan menjadi RPJM Desa dan RKP Desa yang di muat 
dalam berita acara. RPJM Desa dan RKP Desa inilah yang dijadikan 
dasar atau acuan pembangunan desa. 
Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa 
menurut Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta mengatakan: 
“untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai Kepala Desa 
Citta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan 
dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan 
masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatannya lalu 
melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita 
memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan 
sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan pembangunan 
desa ini.” 65  
Jadi pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Citta, Kepala 
Desa Citta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan 
pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat Desa Citta dengan 
cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan 
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mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 
alam yang ada di Desa Citta serta mendayagunakan swadaya dan gotong 
royong masyrakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Citta. 
Berhubungan dengan tahap pemantauan dan pengawasan 
pembangunan Desa Citta, menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala 
Desa Citta mengatakan: 
“masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan 
pembangunan desa ini karena ini sudah diatur dalam Undang-
Undang Desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan 
pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.” 
 
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman 
Pembangunan Desa mengatur tahap pemantauan dan pengawasan 
pelaksanaan pembangunan desa bahwa masyarakat desaa berhak 
memantau pelaksanaan pembangunan desa yang dimana hasil 
pengawasan dan pemantauan itu yang akan menjadi dasar pembahasan 
musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Bupati juga 
melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan desa dengan cara:66 
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa; 
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b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap 
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; 
c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan 
pembangunan Desa; dan  
d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta terkait 
program dan kegiatan pembangunan Desa Citta adalah: 
“untuk jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang kami 
laksanakan adalah pembangunan infrastruktur (fisik) seperti 
pembuatan talud dan rabat beton jalan-jalan desa dan lain-lain. Dan 
pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti 
halnya saya memberikan bantuan keuangan kepada kelompok tani 
atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan 
produksinya dan juga dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan 
kepada masyarakat.”67 
 
Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Citta, jenis pembangunan 
yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa yakni 
pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa (fisik). Tidak hanya itu 
pembangunan tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik saja, tetapi 
juga melakukan pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan 
dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa 
Citta sesuai dengan tujuan pembangunan desa. 
Adapun program/kegiatan pembangunan (fisik) Desa Citta tahun 
anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 
Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Citta TA 2015 
 






1 Tribun Lap. Sepak Bola ADD 171.000.000 100% 
2 Talud Jl. A. Panguriseng Dana Desa 64.210.000 100% 
3 Drainase Jl. A. Balli Dana Desa 63.019.432 100% 
4 Talud Pallakalukue Dana Desa 48.135.000 100% 
5 
Pondasi Sanggar Tani Jompi 
Pitue 
ADD + DD 14.674.000 100% 
Sumber Data: Pemerintah Desa Citta Tahun 2016 
Adapun program/kegiatan pembangunan (fisik) Desa Citta tahun 
anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 
Tabel 3 
Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Citta TA 2016 
 
No. Nama Kegiatan Sumber Dana Jumlah Anggaran 
1 




Talud + pengerasan rabat beton Jalan 
Batto  
DD 55.894.600 
3 Drainase + talud Jalan Andi Hamdan DD 85.251.000 
4 
Drainase + talud Jalan Petta Malampe 
Gemmena 
DD 154.586.600 
5 Talud Lompo Codong Pacekkeng DD 50.458.400 
6 Saluran pembuangan air Palla Ottie DD 65.362.900 
7 Drainase + talud Jalan Andi Capa DD 50.753.500 
8 
Lanjutan Pembangunan Sanggar Tani 
Jompi Pitue 
DD 95.297.400 
9 Drainase Tocakko – Mong DD 50.669.200 
10 Talud SLTP 4 Liliriaja Citta ADD 149.321.700 
11 
Drainase batas Dusun Lemoape – 
Tetteng Codong 
ADD 150.681.000 
12 Drainase Bacu Bacue – Salekko Tellue ADD 95.835.300 
Sumber Data: Pemerintah Desa Citta Tahun 2016 
Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dibandingkan bahwa 
pembangunan fisik pada tahun 2016 lebih banyak dibandingkan pada 
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tahun 2015. Artinya Pemerintah Desa Citta pada tahun anggaran 2016 
memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. hal ini 
merupakan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat desa yang dibahas 
pada Musyawarah Desa Citta. 
3) Pembinaan Masyarakat Desa Citta 
Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang 
dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta 
kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari 
masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta 
dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah 
masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk 
meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam 
pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan 
partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. 
Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya 
usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi 
sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam 
pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa 
khususnya pimpinan atau Kepala Desa. 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak 
menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan 
Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 
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perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan 
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa 
menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal 
pembinaan adalah: 
a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa. 
b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 
c. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“pembinaan kemasyarakatan merupakan pembangunan desa yang 
bersifat non-fisik. Pembinaan kepada masyarakat yang kami 
lakukan seperti melakukan sosialisasi entah itu sosialisasi hukum, 
sosialisasi kesehatan dan lain-lain. Pembinaan juga kami lakukan 
kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, 
kelompok pemuda, dan juga pembinaan kepada aparatur desa.”68 
Berdasar dari hal di atas, Bapak Zainuddin selaku Tokoh 
Masyarakat Desa Citta mengatakan bahwa: 
“Kepala Desa memang sering melakukan sosialisasi kepada 
masyarat, hal ini di karenakan sosialisasi ini merupakan 
pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa yang merupakan aspirasi 
dari masyarakat Desa Citta sendiri.”69 
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Adapun program/kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan 
yang dilakukan Kepala Desa Citta atau Pemerintah Desa Citta dapat 
dilihat pada Tabel di bawah ini: 
Tabel 4 
Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Citta 
 
No. Nama Kegiatan 
Sumber 
Dana 
Jumlah Anggaran Tahun  
1 
Bantuan Keuangan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (PAUD, PKK, 
LPMD, Kelompok Tani) 
ADD 7.325.268 2015 
2 Pembinaan/Pelatihan Pengurus PKK ADD+DD 5.984.300 2014 
3 
Pembinaan/Pelatihan pengurus 
RT/RW dan LPMD 
DD 10.543.200 2014 
4 Sosialisasi KB dan KDRT ADD 5.342.800 2014 
5 Pembentukan Pengurus LPMD ADD +DD 2.210.000 2013 
6 
Bintek Kepla Desa, Perangkat Desa, 
BPD, dan Lembaga Kemasyrakatan 
ADD 16.798.200 2013 
7 
Peningkatan Kapasitas PMKS Desa 
Citta 
ADD 5.863.100 2013 
Sumber Data: Pemerintah Desa Citta Tahun 2016 
Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan-
kegiatan yang dilaksakan Pemerintah Desa Citta pada bidang pembinaan 
masyarakat desa, seperti dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan 
dan pelatihan kepada masyarakat maupun aparatur desa dan 
memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa 
untuk melancarkan aktivitas lembaga-lembaga tersebut.  
4) Pemberdayaan Masyarakat Desa Citta 
Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau 
pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti 
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kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat 
tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan 
orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan 
pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang 
berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan 
berdaya dalam melakukan suatu kegiatan. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“Pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan peri kehidupan masyarakat. 
Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah desa mengupayakan 
berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki 
pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan 
kebutuhannya.”70 
Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa. 
Selanjutnya Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“di Desa Citta, kami memiliki sebuah Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Citta (LPMD), melalui lembaga inilah kami selaku 
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pemerintah desa memberdayakan masyarakat untuk bersama-
sama membangun desa ini menjadi lebih baik. Untuk itu kami selalu 
membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi 
dalam penetapan program maupun kegiatan desa lewat 
musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 
desa”71 
Berhubungan dengan hal di atas, Bapak Muhammad Zainuddin 
selaku Tokoh Masyarakat Desa Citta mengatakan bahwa: 
“pemberdayaan masyarakat di Desa Citta ini sudah cukup baik, 
karena kami selaku masyarakat memang selalu dipanggil jika ada 
kegiatan desa maupun sosialisasi. Jadi semuanya tergantung dari 
masyarakatnya mau diberdayakan atau tidak karena pemerintah 
desa telah memanggil masyarakatnya. Tapi jika terkait masalah 
pembangunan desa saya berharap semua masyarakat dapat ikut 
berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa.”72 
Jadi pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta dalam hal 
pemberdayaan masyarakat Desa Citta dengan melalui Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang tugasnya menggerakkan 
swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/rencana 
kerja desa melalui musyawarah desa agar masyarakat dapat 
menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Dan masyarakat juga 
ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik 
maupun pembangunan non fisik desa. 
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Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa 
Citta dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai 
berikut: 
Tabel 5 
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Citta 
 
No. Nama Kegiatan 
Sumber 
Dana 
Jumlah Anggaran Tahun 
1 
Penyusunan Profil Desa 
Citta ADD 3.299.574 2015 
2 Pembersihan Perkuburan DD 3.280.300 2015 
3 Pembentukan BPD ADD 7.080.400 2014 
4 Pelantikan BPD ADD 4.630.230 2014 
5 Pembuatan Bak Sampah DD 8.000.000 2014 
Sumber Data: Pemerintah Desa Citta Tahun 2016 
Berdasarkan tabel 5 di atas, kegiatan pemberdayaan masyarakat 
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Citta yaitu dengan 
memberdayakan masyarakat desa dalam penyusunan Profil Desa Citta, 
pembersihan perkuburan, pembentukan dan pelantikan BPD dan 
pembuatan bak sampah. Pemerintah Desa Citta lewat LPMD 
menggerakkan masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
desa agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa. 
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala 
Desa Cita Di Era Otonomi Daerah 
Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan desa, Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya 
tersebut, kepala desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa. Pelaksanaan 
tugas Kepala Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat 
proses pelaksanaan tugas tersebut, begitu juga yang dialami oleh Kepala 
Desa Citta dalam melaksanakan tugasnya. 
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala 
Desa Citta berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
1. Partisipasi Masyarakat 
Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan 
masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya 
pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri 
sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas 
dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka 
sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan 
maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan 
pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah 
yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karean hal 
tersebut diperlukan kemampuan masyarakt untuk mengenali dan 
memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut 
serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya 
dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. 
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Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses 
pembangunan desa, untuk di Desa Citta sendiri partisipasi 
masyarakat masih rendah contohnya dalam musyawarah desa 
hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, padahal hal ini 
penting dalam menggali aspirasi dan masalah-masalah apa yang 
terjadi di desa ini. Saya sudah berusaha untuk mengajak 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi mau itu dalam musyawarah 
desa, sosialisasi, ataupun dalam proses pelaksanaan 
pembangunan desa yang lainnya.”73 
Bapak Mursalim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citta 
juga menambahkan bahwa: 
“masyarakat di desa ini banyak acuh tak acuh terhadap apa yang 
dilaksanakan oleh pemerintah desa, memang betul apa yang pak 
desa katakan bahwa partisipasi dalam musyawarah desa masih 
sedikit yang hadir, yang hadir cuma tokoh-tokoh masyarakat saja. 
Padahal kami dari pemerintah desa berharap masyarakat dapat 
berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa”.74 
Menurut Bapak Muhammad Zainuddin selaku Tokoh Masyarakat 
Desa Citta mengatakan bahwa: 
“rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa 
karena masyarakat sibuk dengan pekerjan mereka masing-masing, 
masyarakat pada pagi hari pergi ke sawah maupun ke kebun dan 
pada malam hari mereka beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi 
hari. Mungkin hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat 
masih rendah”.75 
Menurut Bapak Zakir selaku masyarakat Desa Citta mengatakan 
bahwa: 
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“Pak Desa memang selalu memanggil kita kalau ada kegiatan, tapi 
saya hanya sesekali pergi membantu. Karena begitulah dek, saya 
juga bertani dan berkebun sehingga waktunya terbatas untuk 
membantu”. 
Sedangkan menurut Bapak Nawir selaku masyarakat Desa Citta 
mengatakan: 
“yah betul dek, kami dari masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-
kegiatan pembangunan desa. tapi, memang tidak banyak 
masyarakat yang terlibat, karena ada yang ke sawah, ke kebun, 
dan pergi mencari makanan ternak”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang responden di 
atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan 
tugas Kepala Desa Citta adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan 
desa. Contohnya saja dalam musyawarah desa yang dilaksanakan 
pemerintah desa citta hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, juga 
kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 
Citta dalam proses pembangunan desa. Rendahnya partisipasi 
masyarakat di Desa Citta ini dikarenakan masyarakat sibuk bekerja pada 
siang hari dan pada malam hari harus beristirahat, jadi masyarakat tidak 
memiliki waktu untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Citta harus mencari 
solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Citta 
karena partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam 
penyelenggaraan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa Citta. 
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2. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan 
mengahsilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang maksimal dan 
memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi 
tersebut, dengan adanya sumber daya manusia yang handal maka 
program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik dan 
akan tepat sasaran. Dalam memilih dan menempuh sumber daya manusia 
harus dilakukan dengan selektif agar apa yang diharapkan sesuai dengan 
kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu. Sumber daya 
manusia adalah semua manusia yang ada didunia ini mampu dan mau 
meluangkan diri unutk melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat 
bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta 
mengatakan bahwa: 
“salah satu faktor penghambat saya dalam melaksanakan tugas 
sebagai kepala desa adalah sumber daya manusia. Dimana 
kemampuan dan keterampilan dari aparatur desa masih kurang, hal 
ini disebabkan karena rata-rata aparatur hanya tamatan SMA. 
Namun dalam menanggulangi hal ini saya melaksanakan program 
bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya 
aparatur desa”.76 
Berdasarkan wawancara di atas, salah satu faktor penghambat 
pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta adalah sumber daya manusia 
dalam hal ini aparatur desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur atau 
                                                          
76 Wawancara tanggal 3 Oktober 2016 
83 
perangkat desa pada Desa Citta masih tergolong rendah karena tingkat 
pendidikan aparatur desa rata-rata hanya tamatan SMA. Sumber daya 
aparatur ini merupakan hal penting dalam membatu kepala desa dalam 
melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak mampu menyelesaikan 
tugasnya tanpa para aparatur desa. Akan tetapi, Kepala Desa Citta terus 
berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada desanya 
melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan.  
3. Sarana Dan Prasarana 
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang 
keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan 
public, karena apabila kedua hal ini yang diharapkan sesuai dengan 
rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlangkapan kerja dan 
fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan 
pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan 
dengan organisasi kerja. 
Menurut Bapak Bahar Mahmud selaku Kepala Desa Citta terkait 
sarana dan prasarana adalah: 
“...faktor penghambat selanjutnya adalah sarana dan prasarana di 
desa ini belum cukup memadai. Seperti di kantor desa kami hanya 
memiliki tiga buah komputer yang bisa digunakan oleh aparatur 
desa, seharusnya semua kaur maupun BPD, dan lembaga 
kemasyarakatan desa juga harus memiliki komputer. Hal ini 
membuat pelaksanaan tugas saya sebagai kepala desa pun jadi 
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terhambat. Tapi nanti kami akan membahas masalah terkait sarana 
dan prasarana ini pada saat musyawarah desa.77 
Sarana fasilitas atau peralatan sangat penting dalam proses 
pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa. Dimana sarana dan prasarana ini sebagai penunjang 
program dan kegiatan maupun pelayanan untuk masyarakat Desa Citta. 
Akan tetapi sarana dan prasarana masih menjadi penghambat 
pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta dalam penyelenggaraan 











                                                          






Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta di era 
otonomi daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 
26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan 
pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, 
pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan 
infrastruktur dan fasilititas pelayanan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan 
dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 
seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa 
kegiatan-kegiatan desa yang lain.  
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa 
Citta adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa citta 
dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 
Citta. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal 
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ini aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan 
prasarana Desa Citta. 
B. Saran 
Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah, 
sebagai berikut: 
1. Untuk Pemerintah Desa Citta sebaiknya lebih memperhatikan 
masalah-masalah yang ada di desa terkait partisipasi masyarakat 
desa yang masih rendah. Seharusnya pemerintah desa 
memberdayakan masyarakat desa dalam proses pembangunan 
desa. 
2. Untuk Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Citta sebaiknya 
dapat meningkatkan partipasinya dalam program-program dan 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa demi 
mendukung pembangunan desa, selain itu diharapkan kepada 
Pemerintah Desa Citta untuk melaksanakan pelatihan untuk 
mengembangkan sumber daya aparatur desa dan membangun 
sarana dan prasarana desa.  
3. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya 
manusia yang ada di desanya dalam hal ini aparatur desa demi 
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